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Nomor
Lamp.
Perihal

: B-2659/Un.10.0/P8/KS.01.1/4/2020 Semarang, 20 Oktober 2020

: Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ)

Kepada Yth. :

CV. ASRI DESIGN CENTRE

JI. Hayam Wuruk RT.35/14c. Taman Sari, Sragen
Di tempat

Assalamu’alaikum, Wr, Wh.

Dengan ini kami beritahukan, bahwa penawaran harga sebagaimana tersebut dalam
Surat Saudara nomor : 21/PNW_WAS_UIN_PARKIR/GD///2020, tanggal 19 Oktober
2020 pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Parkir UIN Walizongo
Semarang Tahun 2020 dengan nilai penawaran Rp. 85.975.000,- (Sembilan puluh lima
juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terkoreksi dalam Berita
Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 15//VAS_PARKIR/A/2020, tanggal
27 Oktober 2020 dengan nilai sebesar Rp. 95.215.000,- (Sembilan puluh lima juta tiga
ratus lima belas ribu rupiah) kami nyatakan sefuju.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan ini Saudara diharuskan untuk
menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) yang akan segera menyusul selambat-
lambatnya dalam wakiu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterbitkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBEJ) ini.

Kegagalan Saudara untuk menerima Penunjukan ini yang disusun berdasarkan
evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadazan Barang/Jasa.

Wassalamu’alaikum, Wr, Wb.

An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat.Pembuat Komitmen
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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WALISONGO SEMARANG

Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang 50185
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[’7 SATUAN KERJA
SURAT PERINTAH KERJA UIN WALISONGO SEMARANG
(SPK) SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor: B-2682/Un.10.0/P9/KS.01.1/X1/2020
Tanggal 02 November 2020

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA

PAKET PEKERJAAN : BARANG/ JASA (SPPBJ)
Nomor : B-2659/Un.10.0/P9/KS.01.1/X/2020

JASA KONSULTANS| PENGAWASAN GEDUNG Tanggal. 30 Oktober 2020

PARKIR UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN PENETAPAN PENGADAAN LANGSUNG
2020 Nomor : 17/WAS_PARKIR/X/2020

Tanggal 28 Oktober 2020

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI, KLARIFIKASI
DAN NEGOSIASI
Nomor : 15/WAS_PARKIR/X/2020
Tanggal 27 Oktober 2020
SUMBER DANA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SP DIPA
 tanggal 12 November 2019 UIN Walisongo Semarang Tahun 2020

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 60 (Enam Puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 02
November 2020 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020

NILAI PEKERJAAN : Rp. 95.315.000,- Terbilang : Sembilan puluh lima Juta tiga ratus lima belas
ribu rupiah

Daftar Rincian Pekerjaan Terlampir

Cara Pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran Nilai Kontrak tersebut akan dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN

Walisongo Semarang senilai Rp. 95.315.000,- Terbilang : Sembilan puluh lima juta tiga ratus

lima belas ribu rupiah atas nama CV. ASRI DESIGN CENTRE, melalui PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor Rekening :

2. Pembayaran dimaksud seperti dalam ayat 1, dibayarkan kepada PIHAK KEDUA apabila

PIHAK KEDUA telah menyelesaikan persyaratan sebagai berikut :

a. Pembayaran Ke 1 sebesar 95% x Rp. 95.315.000,- = Rp. 90.549.250,- (Sembilan puluh
juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibayarkan setelah
prestasi fisik kontraktor mencapai 100 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah
Terima | (pertama).

b. Pembayaran Ke 2 sebesar 5% x Rp. 95.315.000,- = Rp. 4.765.750,- (Empat juta tujuh ratus
Enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibayarkan setelah Penyedia Jasa
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari Bank atau asuransi yang mempunyai program
Surety ship sebesar 5 % dari nilai kontrak.

C. Syarat-syarat untuk tagihan pembayaran adalah
1. Surat Permohonan Tagihan
2. Berita Acara Pemeriksaan
3. Berita Acara Serah Terima
4. Berita Acara Pembayaran
3. Kwitansi Pembayaran
6. Laporan-laporan sesuai dengan penawaran

7. Pajak yang harus dibayarkan
\------__
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(IﬁSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakuken setslah penyelessisn
peuarjann yang diperintahkan dalam SPK inl dan dibuklikan dengan Berila Acara Gerah Terima,
Jika pekerjaan tidak dapat diselesalken dalam Jangka waklu pslaksanaan pekerjasn karens
kesalahan atau kelalalan penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar dends
kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga baglan kontrak yang belum
dikerjakan, apabila baglan pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, Gelain tunduk
kepada ketentuan dalam SPK Ini, penyedia berkewaljiban untuk mematubl Glandar Kstentuan

dan Syarat Umum SPK terlampir,
e | Untuk dan atas nama penysdia

an Atas Nama Kunsa Pengguna Anagaran : : .
Unldk TABAT PEMBUAT KOMITMEN CV. ASRI DESIGN CENTRE

Direktur

r




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“-ﬂ WALISONGO SEMARANG
l Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang 50185
ALISOMGO Telp. 7804554, Fax. 7601293 Website : hitp://iwww.walisongo.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : B-2683/Un.10.0/P9/KS.01.1/X1/2020
Tanggal : 02 November 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Drs. H. Adnan ,M.Ag

NIP :

Jabatan Kepala Biro AAKK UIN Walisongo
Alamat 4

Selanjutnya disebut sebagai AMA,

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-2682/Un.10.0/P9/KS.01.1/XI/2020, Tanggal 02

November 2020, bersama ini memerintahkan :
Nama Perusahaan :  CV.ASRI DESIGN CENTRE

Nama Direktur :  Drs. Joko M
praten T

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk segera memulai pelaksanaan
Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Parkir UIN Walisongo

1 Pekerjaan
Semarang Tahun 2020
Nilai Perencanaan . Rp. 95.315.000,-
Terbilang :  Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah
2 Tanggal mulai kerja : Tanggal 02 November 2020

3 Syarat-syarat Sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan SPK

Pekerjaan

4 Waktu Penyelesaian Selama 60 (Enam Puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 02

November 2020 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020

Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Akhir, Laporan

dalam bentuk Soft copy file di flashdisk

6 Denda : Penyedia Jasa berkewajiban untuk ' membayar denda atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau
kelalaian penyedia jasa Kepada Pejabat Pembuat Komitmen
Sebesar 1/1000 (Satu Per Seribu) dari nilai kontrak sebelum PPN
untuk setiap hari kalender keterlambatan.

Demikian SPMK ini dibuat untuk dilaksanakan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

5 Hasil Pekerjaan

Menerima dan menyetujui :

CV. ASRI DESIGN CENTRE “l(__\uasa Pengguna Anggaran

apat\Pembuat Komitmen

Drs, Joko Murtono, ST

Direktur
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STANDAR KETENTUAN DAN S'YARAT UIAUIA
SURAT PERINTAH KERJA (S§FK)

LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban unluk menyelesalkan pekerjaan dalarm jamvgra wari Yarvg
ditentukan, dengan mulu sesual spesifikasi teknis dan harga sesual SIY., '

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK inl didasaran kepada himum Fspmhi

Indonesia,

PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI /
Penyedia berdasarkan SPK Inl bertanggung Jawab penuh terhadap personil serta peveriaan yang

dilakukan

HARGA SPK
a, PPK membayar kepada penyedia alas pelaksanaan pekerjaan dalam G1F sehesar harga

SPK.
b, Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya ovemesd s6ra biaya

asurans/,
¢, Rincian harga SPK sesual dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
(untuk konlrak harga saluan alau konlrak gabungan harga saltian dan g sm).

HAK KEPEMILIKAN
PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkall langsung atau disediakan

sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa Konsullansi kepada PPK., Jika
diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa Konsultansi berkewaliban untuk membantu sscara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesual dengan hukum yang beraku,

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tstap pada PPK,
dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saal SPK berakhir alau jika
tidak diperiukan lagi oleh Penyedia Jasa Konsullansi, Bemua peralatan tsrsebut harus
dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penysdia Jasa Konsultansi

dengan penegecualian keausan akibat pemakalan yang walar,

JADWAL
a, SPK Ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal

yang ditetapkan dalam SPMK,

b, Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulal kerja yang tercantum dalam SPMK,

c. Penyedia harus menyelesalkan pekerjaan sesual jadwal yang ditentukan,

d. Apabila penyedia berpendapat lidak dapat menyelesaikan pekerjaan eesual jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kefadian tersebut kepada
PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kemball pelaksanaan tugas penyedia dengan

adendum SPK,

'ASURANSI

a, Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampal dengan
tanggal selesainya pemeliharaan untuk;

1) semua barang dan peralatan yang mempunyal risiko tinggl terjadinya keceolakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagal akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK,

PEMUTUSAN
M°"Vimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kiltab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat

Mmemutuskan SPK Inl dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa Konsultansi,



ij',a SPK diputuskan sebelum wakiu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut
avibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa Konsultansi
mara Penyedia Jasa‘Konsultanm berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai
dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

g, PENUGASAN PERSONIL

Penye'dia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

10, PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a, Penyedia .berkez{apban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK
beSfeﬂa mstansmya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kghllaﬂgaﬂ, k_ewglan, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan
biaya yang dlkena!'f.an terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan kiaim
yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir;

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; :
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita.acara
penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan
Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

11, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak
ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a, Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume
pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas
kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan
harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

¢. Laporan harian berisi:

1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
terhadap kelancaran pekerjaan; dan

5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK. ; _ ‘

€. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

| . Laporan bulanan terdiri darl rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik
; Pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

9 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi

i Pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
13,
WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN : :
- Kecuali spK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan

t
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pekerjaan pada Tanggal Mulal Kerja, dan melaksanakan pokerjaan sesual dengan program
mutu, serta menyelesalkan pekerjaan selambat-lambatnya pada P
Cietapkan dalam SPMK. ya pada Tanggal Ponyelesalan yang

b. Jika p‘ekerjaan lidak selesal pada Tanggal Penyoelosalan bukan akibat Keadaan Kahar atau
peristiva Kompensasi atau karena kesalahan atau Kkelalalan ponyedia maka poenyedia
dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disobabkan oleh Poristiwa Komponsasi maka PPK
dikenakan kewajiban pembayaran ganli rugi, Denda atau gantl rugi tidak dikenakan Jika
Tanggal Penyelesai_an disepakall oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Pen_YeIesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelosalan
semua pekerjaan.

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah PEk_ef]aan selesai 100% (seratus perseralus), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan,

b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan.

c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil
pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesalkannya, atas perintah PPK,

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

15. PERPAJAKAN
Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, relribusi, dan
pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK
ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan

" negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -

17. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam
SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
: 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
‘ 3) perubahan  harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan

i pelaksanaan pekerjaan. :
¢. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan

SPK atas usul PPK.

8. PERPANJANGAN WAKTU
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut

b mengubah Masa SPK, _
- PPK dapat menyetujui perpanjangan waklu pelaksanaan selelah melakukan penelitian

terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

1y,
PERISTIWA KOMPENSASI |
- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;



7) reteriatnbalati pembayatan kepada perryedia;

%) :;PK tidar 'mernberiifan Yarnar-garmbar, spasifiasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang

At arr,

4) petrjedia belutn bisa masur ¥s kkasi sesuai jadwal,

5) PPY. tetyginstrursinan repada pihar penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang
selalah dila¥sanatan pergujian ternyata tidak diterukan
retusaranireyagalan/perifirnpangar,

&) PPY. memefitativan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memefitdativan urtuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya
dan disstatvan olsh PPY:

fy) vetertuan lain dslsem SPF.

b, Jiva Pefistina Kompensasi mengaribatzan pergeluaran tambahan dan/atau keterlambatan
perfalessian perserjaan mara PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau
meimbarivan pefpanianygan warlu peryelesaian pekerjaan.

6, Gartl 1ugl hanya dspat dibayarvan jiva berdasarkan data penunjang dan perhitungan
vormpensasi yang diajukan olsh peryedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata
akitat Pefistina Kompsnsasi,

o, Perpanjangan wakiu penyelssaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjanyg dan perhitungan Kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
ditrtivan perunya tambahan wariy akibat Peristina Kompensasi.

o, Peryedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan
jiva penysdia gagal stau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
menyatasi dampak Peristina Kompensasi,

7, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
8, Penghentian SPK dspat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan

Kahar,

b, Dalam hal EPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan
prestasi pekerjaan yany telah dicapai, termasur:

1) tlaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan
perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi
hak milix PPK;

2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;

3) biaya langsung demobilisasi personil,

¢, Pernutusan EPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
d, Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan

EPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia lalal/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kslalalannya dalam jangka wakiu yang telah ditetapkan;

2) psnysdia berada dalam keadaan pailit;

) dsnda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah
melsmpaul 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak
skan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

4) PPK fidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disspakati ssbagaimana tercantum dalam SPK;

5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

6) pengaduan tenang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
psresingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang

bsrwenang.

i Dstsm hasl perutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) pnysdia membayar denda; dan/atau

5.0 g) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
{ + Dalam pal psmutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,

Mélakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan,
ks PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.




r

21.

PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemaj hasi jaan;
r juan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/siste i
Liiron [ istem termin/pembayaran secara
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;

. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)

dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari

penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk

menunc_ia pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan
prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

| 22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat
wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK
mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian
atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu.
Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jas
Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK

telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini

merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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SATUAN KERJA
UIN WALISONGO SEMARANG
ADDENDUM SURAT PERINTAH KERJA ADDENDUM SURAT PERINTAH KERJA/ SPK
(ADDENDUM KONTRAK KERJA) (ADDENDUM SPK)

Nomor : B-2767/Un.10.0/P9/KS.01.1/X1/2020
Tanggal 11 November 2020

ATAS
PAKET PEKERJAAN :

SURAT PERINTAH KERJA/SPK

Nomor : B-2682/Un.10.0/P9/KS.01.1/X1/2020
Tanggal 02 November 2020

JASA KONSULTANSI PENGAWASAN GEDUNG
PARKIR UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2020

PARA PIHAK :

Pihak Pertama : Drs. H. Adnan ,M.Ag / NIP. 1965051519931003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat ; I T T L

Pihak Kedua : Drs. Joko Martono, ST

Jabatan : Direktur / CV. Asri Design Centre

Alamat B

SUMBER DANA : Tetap

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Tetap

NILAI PEKERJAAN : 95.315.000,- Terbilang : Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Raftus Lima Belas Ribu
Rupiah/Tetap

Dafiar Rincian Perubahan Terlampir

Cara Pembayaran sebagai berikut : ,
1. Pembayaran Nilai Kontrak tersebut akan dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo
Semarang senilai Rp. 95.315.000,- Terbilang : Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu
rupiah atas nama CV. ASRI DESIGN CENTRE, melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Tengah Nomor Rekening :

2. Pembayaran dimaksud seperti dalam ayat 1, dibayarkan kepada PIHAK KEDUA
apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan persyaratan sebagai berikut :

a. Pembayaran Ke 1 sebesar 90% x Rp. 95.315.000,- = Rp. Rp. 85.783.500,- (Delapan puluh Lima
Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayarkan setelah prestasi fisik
kontraktor mencapai 100 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima | (pertama).

b. Pembayaran Ke 2 sebesar 10% x Rp. 95.315.000,- = Rp. 9.531.500,- (Sembilan Juta Lima Ratus
Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyerahkan
Jaminan Pemeliharaan dari Bank atau asuransi yang mempunyai program surety ship sebesar
10% dari nilai kontrak.

c. Syarat-syarat untuk tagihan pembayaran adalah
1. Surat Permohonan Tagihan
2, Berita Acara Pemeriksaan
3. Berita Acara Serah Terima
4, Berita Acara Pembayaran
5. Kwitansi Pembayaran
6. Laporan-laporan sesual dengan penawaran
7. Pajak yang harus dibayarkan




INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang
diperintahkan dalam SPK dan Addendum SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika
pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau
kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu
perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah
dilaksanakan dapat berfungsi. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK dan Addendum SPK ini, penyedia
berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK dan addendum SPK terlampir.

Untuk Dan Atas Nama Kuasa Pengquna Anggaran Untuk dan atas nama penyedia
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN CV. ASRI DESIGN CENTRE

Direktur




